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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang
Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap terus
bekerja dan berkarya produktif. Tentu atas kekuatanNYA kami dapat menyusun
“Buku Panduan Pengawasan Melekat (waskat)”.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang — Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instansi Pemerintah
diwajibkan untuk memberikan informasi secara terbuka dan akuntabel kepada
publik maupun stakeholder. Keterbukaan informasi merupakan pondasi dalam
membangun tata pemerintahan yang baik (good governance), transparan,
sebagai wujud nyata dari proses demokratisasi.

Buku panduan ini disusun secara sederhana sebagai upaya
mempermudah bagi Pegawai Negeri Sipil dalam memahami Peraturan Disiplin
Pegawai yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 serta Peraturan Kepala BKN nomor 21 Tahun 2010 sebagai petunjuk
pelaksanaannya yang sangat padat secara substansi. Berkenaan dengan hal
tersebut, ada motivasi yang kuat dari kami untuk mencoba meringkasnya
kedalam sistem yang lebih simpel yakni dalam bentuk tabulasi, matrik, serta flow
chart yang sederhana dengan tujuan untuk membantu dalam memahami serta
menerapkan peraturan mengenai disiplin PNS tersebut.

Kami menyadari bahwa buku yang disusun ini tentunya masih sangat jauh
dari ideal dan sempurna, untuk itu beragam saran dan perbaikan yang sifatnya
membangun sangat dibutuhkan, demi kebaikan dan kepentingan kita bersama
dalam upaya menerapkan pengawasan melekat (waskat) yang berdasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Akhirnya harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca
serta dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja.

Sekian dan terimakasih.
Denpasar, 19 Juni 2017

an Kepegawaian dan Pengembangan
aya Manusia Kota Denpasar,
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RANGKUMAN TENTANG PENGAWASAN MELEKAT
KETENTUAN UMUM

- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan
oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif
atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana
kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini ditekankan tentang pentingnya pengawasan yang
dilakukan oleh pimpinan dalam satuan kerja/unit organisasi
terhadap bawahannya karena atasan yang lebih tahu situasi di
lingkup kerja. Adanya penurunan disiplin kerja PNS dan
pelanggaran-pelanggaran disiplin PNS semenjak dini dapat
dikurangi bahkan dapat dicegah.

- Pengawasan melekat sangat diperlukan untuk mencapai disiplin
yang tinggi karena sorotan dan kritikan transparan datang
bukan saja dari pegawai tetapi juga dari masyarakat yang selalu
menyoroti tingkah laku dan kinerja PNS. Kinerja yang baik dari
pegawai mencerminkan performance yang baik pula dari suatu
organisasi. Kinerja yang baik dikarenakan adanya kemampuan
pimpinan untuk mencapainya, pimpinan terus menerus
memberikan semangat, pengarahan, bimbingan dan dorongan
bagi bawahan.

- Pengawasan melekat (waskat) dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 bahwa persoalan regulasi efektivitas
pengawasan melekat dapat dilihat dalam PP Nomor 53 Tahun
2010 tentang pengawasan PNS dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 pada Bab Il tentang
kewajiban dan larangan sebagaimana yang disebutkan dalam
pasal 3 dan pasal 4, mengenai larangan bagi PNS. Kedua pasal
tersebut yaitu pasal 3 dan pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010
merupakan bentuk dari pengawasan. Selain itu dalam
Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai hukuman
disiplin, pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, dapat
dilihat pada pasal 5, 7, 8, 11, 12, dan pasal 13. Dalam
Peraturan Pemerintah ini secara tersirat telah diatur sistem
pengawasan melekat (atasan langsung) secara struktural
sehingga sistem pengendalian pengawasan itu tergantung pada
individu dan sistem organisasi yang dijalankan. Sehingga
persoalan efektifitas pengawasan melekat pada Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tidak terletak pada
permasalahan regulasinya, tetapi terletak pada individu (atasan
langsung) dan sistem pengendalian organisasinya. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur secara rigid
(tegas) persoalan pengawasan melekat.

1

1. Hukuman disiplin
ringan terdiri dari

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak
puas secara

tertulis

2. Hukuman disiplin
sedang terdiri dari:
a. Penundaan
kenaikan gaji
berkala selama 1
tahun

b. Penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 tahun

c. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah

selama satu

tahun

w

. Hukuman disiplin
berat terdiri dari:
a. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 3 tahun

b. Pemindahan
dalam rangka
penurunan

jabatan setingkat
lebih rendah

c. Pembebasan dari
jabatan

d. Pemberhentian
dengan hormat
tidak atas
permintaan
sendiri sebagai
PNS

e. Pemberhentian
tidak dengan
hormat sebagai

PNS



RANGKUMAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETENTUAN UMUM

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan  dan/atau peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh
oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding
administratif.

Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh
PNS vyang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum
kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
Banding administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak
puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang
dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada
Badan Pertimbangan Kepegawaian.

1. Hukuman disiplin
ringan terdiri dari

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak
puas secara

tertulis

2. Hukuman disiplin
sedang terdiri dari:
a. Penundaan
kenaikan gaji
berkala selama 1
tahun

b. Penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 tahun

c. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah

selama satu

tahun

w

. Hukuman disiplin
berat terdiri dari:
a. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 3 tahun

b. Pemindahan
dalam rangka
penurunan

jabatan setingkat
lebih rendah

c. Pembebasan dari
jabatan

d. Pemberhentian
dengan hormat
tidak atas
permintaan
sendiri sebagai
PNS

e. Pemberhentian
tidak dengan
hormat sebagai

PNS



TINGKAT DAN JENIS HUKUM DISIPLIN

1. Hukuman disiplin

Hukum disiplin ringan terdiri dari :

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

ringan terdiri dari
a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak

puas secara

Hukum disiplin sedang terdiri dari : tertulis

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2. Hukuman disiplin

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun sedang terdiri dari:

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama a. Penundaan

setahun kenaikan gaji

berkala selama 1

Hukum disiplin berat terdiri dari : tahun

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 - Penundaan

tahun kenaikan pangkat

. . . selama 1 tahun

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat « Penurunan
lebih rendah )

. pangkat setingkat

C. Pembebasar_1 dari jabatan _ _ ebih rendah

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan selama satu

sendiri sebagai PNS tahun

w

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS . Hukuman disiplin
berat terdiri dari:
a. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 3 tahun
b. Pemindahan
dalam rangka
penurunan
jabatan setingkat
lebih rendah

c. Pembebasan dari
jabatan

d. Pemberhentian
dengan hormat
tidak atas
permintaan
sendiri sebagai
PNS

e. Pemberhentian
tidak dengan
hormat sebagai

PNS



Kewajiban Hukum Disiplin
No. (Pasal 3) .
Ringan Sedang Berat
1 Mengucapkan - Apabila -
sumpah/janji PNS pelanggaran
dilakukan
tanpa alasan
yang sah
2 Mengucapkan - Apabila -
sumpabh/janji pelanggaran
jabatan dilakukan
tanpa alasan
yang sah
3 Setia dan taat Apabila Apabila Apabila
sepenuhnya pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
kepada Pancasila, | berdampak berdampak berdampak
Undang-Undang negatif pada | negatif pada | negatif pada
Dasar Negara unit kerja instansi yang| pemerintah
Republik Indonesia, bersang dan/atau
dan Pemerintah kutan Negara
4 Menaati segala Apabila Apabila Apabila
ketentuan pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
peraturan berdampak berdampak berdampak
perundang- negatif pada | negatif pada | negatif pada
undangan unit kerja instansi yang| pemerintah
bersangkuta | dan/atau
n Negara
5 Melakukan tugas Apabila Apabila Apabila
kedinasan yang pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
dipercaya kepada | berdampak berdampak berdampak
PNS dengan negatif pada | negatif pada | negatif pada
penuh unit kerja instansi yang| pemerintah
pengabdian, bersang dan/atau
kesadaran, dan kutan Negara
tanggung jawab
6 Menjunjung tinggi Apabila Apabila Apabila
kehormatan pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
negara, berdampak berdampak berdampak
pemerintah, dan negatif pada | negatif pada | negatif pada
martabat PNS unit kerja instansi pemerintah
yang dan/atau Negara
bersang
kutan
7 Mengutamakan Apabila Apabila Apabila
kepentingan pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
negara daripada berdampak berdampak berdampak
kepentingan negatif pada | negatif pada | negatif pada
sendiri, unit kerja instansi pemerintah




Kewajiban Hukum Disiplin
No. (Pasal 3) _

Ringan Sedang Berat
seseorang, yang dan/atau
dan/atau golongan bersang Negara

kutan
8 Memegang Apabila Apabila Apabila
rahasia jabatan pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
yang menurut berdampak berdampak berdampak
sifatnya atau negatif pada | negatif pada | negatif pada
menurut perintah unit kerja instansi pemerintah
harus yang dan/atau Negara
dirahasiakan bersangkut
an
9 Bekerja dengan Apabila Apabila Apabila
jujur,tertib, cermat | pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
dan bersemangat berdampak berdampak berdampak
untuk kepentingan | negatif pada | negatif pada | negatif pada
negara unit kerja instansi pemerintah
yang dan/atau Negara
bersang
kutan
10 | Melaporkan Apabila Apabila Apabila
dengan segera pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
kepada atasanya berdampak berdampak berdampak
apabila negatif pada | negatif pada | negatif pada
mengetahui ada unit kerja instansi yang| pemerintah
hal yang dapat bersang dan/atau
membahayakan kutan Negara
atau merugikan
negara terutama
di bidang
keamanan,
keuangan, dan
materil
11 | Masuk kerja dan
menaati ketentuan
jam kerja
e PNS yang tidak Teguran
masuk kerja lisan
tanpa alasan
yang sah selama
5 hari kerja
e 6-10 hari kerja Teguran
e 11-15 hari kerja | tertulis

Pernyataan

tidak puas

secara

tertulis
e 16-20 hari kerja Penundaan

KGB selama




Kewajiban Hukum Disiplin
No. (Pasal 3) _
Ringan Sedang Berat

1 thn

e 21-25 hari kerja Penundaan
KP selama 1
thn

e 26-30 hari kerja Penurunan
pangkat
setingkat
lebih rendah
selama 1 thn

e 31-35 hari kerja Penurunan

pangkat

setingkat lebih
rendah selama
3 thn

e 36-40 hari kerja Pemindahan
dalam  rangka
penurunan
jabatan lebih
rendah

e 41-45 hari kerja Pembebasan
dari jabatan

e Lebih dari 46 Pemberhentian

hari kerja dengan  hormat
tidak atas
permintaan
sendiri atau

pemberhentian

tidak dengan
hormat sebgal
PNS

Penghitungan kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dihitung secara

komulatif sampai dengan akhir tahun berjal

an.

12 | Mencapai sasaran Bila capaian | Bila capaian
kerja pegawai sasaran kerja | sasaran kerja
yang ditetapkan pada akhir pada akhir

tahun hanya | tahun kurang
mencapai 25 | dari 25 %
s/d 50 %

13 | Menggunakan dan | Apabila Apabila Apabila
memelihara pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
barang-barang berdampak berdampak berdampak
milik negara negatif pada | negatif pada | negatif pada
dengan sebaik- unit kerja instansi pemerintah




Kewajiban Hukum Disiplin
No. (Pasal 3) _
Ringan Sedang Berat
baiknya yang dan/atau Negara
bersangkut
an
14 | Memberikan Sesuai Sesuai Sesuai
pelayanan sebaik- | ketentuan ketentuan ketentuan
baiknya kepada peraturan peraturan peraturan
masyarakat perundangan | perundangan | perundangan
15 | Membimbing Apabila Apabila
bawahan dalam pelanggaran | pelanggaran
melaksanakan dilakukan dilakukan
tugas dengan tidak | dengan
sengaja sengaja
16 | Memberikan Apabila Apabila
kesempatan kepadg pelanggaran | pelanggaran
bawahan untuk dilakukan dilakukan
mengembangkan dengan tidak | dengan
karier dan sengaja sengaja
17 | Menaati peraturan | Apabila Apabila Apabila
kedinasan yang pelanggaran | pelanggaran | pelanggaran
ditetapkan oleh berdampak berdampak berdampak
pejabat yang negatif pada | negatif pada | negatif pada
berwenang unit kerja instansi pemerintah
yang dan/atau
bersang Negara
kutan




PELANGGARAN LARANGAN

No.

Larangan
(pasal 4)

Hukum Disiplin

Ringan

Ringan

Ringan

Menyalahgunakan
wewenang

Menjadi peraturan
untuk mendapatkan
keuntungan  pribadi
dan/atau orang lain
dengan
menggunakan
kewenangan
lain

orang

Tanpa izin
pemerintah  menjadi
pegawai atau bekerja
untuk negara lain
dan/atau lembaga
atau organisasi
internasional

Bekerja pada
perusahaan  asing,
konsultan asing, atau
LSM asing

Memiliki,
membeli,
menggadaikan,
menyewakan

meminjamkan
barang-barang baik
bergerak atau tidak
bergerak, dokumen
atau surat berharga
milik negara secara
tidak sah

menjual,

atau

Apabila
pelang-
garan
berdam-pak
negatif pada
unit kerja

Apabila
pelanggan- ran
berdampak
negatif  pada
nstansi yang
bersang-

kutan

Apabila
pelang-garan
berdampak
negatif pada
pemerintah
dan/atau
Negara

Melakukan
bersama
atasan,

sejawat, bawahan
atau orang lain di
dalam ataudiluar
lingkungan kerjanya
dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi,
golongan atau pihak
lain yang secara tidak
langsung merugikan

kegiatan
dengan
teman

Apabila
pelanggaran
berdampak
negatif pada
unit kerja

Apabila
pelanggaran
berdampak
negatif  pada|
nstansi yang
bersangkutan

Apabila
pelang-garan
berdampak
negatif pada
pemerintah
dan/atau
Negara




No Larangan Hukum Disiplin
) (pasal 4) Ringan Ringan Ringan
negara
7 Memberi atau - - N
menyanggupi  akan
memberi sesuatu
kepada siapapun
baik secara langsung
atau tidak langsung
dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam
jabatan
8 Menerima hadiah - - N
atau suatu pemberian
apa saja dari
siapapun juga yang
berhubungan dengan
jabatan dan/atau
pekerjaanya
9 Bertindak sewenang- | Bila dilakukan| Bila dilakukan -
wenang pada | tanpa dengan
bawahanya sengaja sengaja
10 Melakukan suatu | Sesuai Sesuai Sesuai
tindakan atau tidak | ketentuan ketentuan ketentuan
melakukan suatu | peraturan peraturan peraturan
tindakan yang dapat | perundang- perundang- perundang-
menghalangi atau | undangan undangan undangan
mempersulit salah
satu pihak yang
dilayani sehingga
mengakibatkan
kerugian bagi yang
dilayani
11 Menghalangi Apabila Apabila Apabila
berjalannya tugas | pelanggaran pelanggaran pelanggaran
kedinasan berdampak berdampak berdampak
negatif ~ pada| negatif pada| negatif pada
unit kerja instansi  yang| pemerintah
bersang kutan | dan/atau
Negara




No.

Larangan
(pasal 4)

Hukum Disiplin

Ringan

Ringan

Ringan

12

Memberi  dukungan
calon Presiden/Wakil
Presiden, DPR,DPD
atau DPRD dengan
cara

a. lkut serta sebagai

pelaksana
kampanye

. Menjadi peserta
kampanye dengan
menggunakan
atribut partai atau
atribut PNS

. Sebagai peserta
kampanye PNS lain

. Sebagai peserta
kampanye dengan
menggunakan
fasilitas negara

13

Memberikan
dukungan kepada
Calon Presiden atau
Wakil Presiden
dengan cara :

a. Membuat keputusan

dan/atau tindakan
yang
menguntungkan/me
rugikan salah satu
pasangan calon
selama masa
kampanye, dan/atau

. Mengadakan
kegiatan yang
mengarah kepada
keberpihakan
terhadap pasangan
calon yang menjadi
peserta pemilu
sebelum, selama
dan sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan
atau pemberian
barang kepada PNS

10




No.

Larangan
(pasal 4)

Hukum Disiplin

Ringan

Ringan

Ringan

dalam lingkungan
unit kerja, anggota
keluarga dan
masyarakat

14

Memberikan
dukungan kepada
calon anggota DPD
atau Calon Kepala
Daerah ATAU Wakil
Kepala Daerah
dengan cara
memberikan surat
dukungan disertai
foto copy KTP atau
surat keterangan
tanda penduduk
sesuai peraturan
perundangan,

15

Memberikan
dukungan kepada
Calon Kepala/Wakil
Kepala Daerah
dengan cara :

a.Terlibat dalam
kegiatan kampanye
untuk mendukung
calon Kepala/Wakil
Kepala Daerah

b.Menggunakan
fasilitas yang terkait
jabatan dalam
kegiatan kampanye

c.Membuat keputusan
dan/atau tindakan
yang
menguntungkan
atau merugikan
salah satu
pasangan calon
selama masa
kampanye, dan/atau

d.Mengadakan
kegiatan yang
berpengaruh
kepada
keberpihakan

11




No.

Larangan
(pasal 4)

Hukum Disiplin

Ringan

Ringan

Ringan

terhadap pasangan
calon yang menjadi
peserta pemilu
sebelu, selama dan
sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan,
himbauan seruan
atau pemberian
barang kepada PNS
dalam lingkungan
unit keluarga,
anggota keluarga
dan masyarakat

12




PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN MASUK KERJA

DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA

1. Kewajiban Masuk Kerja:

O

O

Yang dimaksud dengan kewajiban masuk kerja
adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan
tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja yang
berlaku serta tidak berada ditempat umum bukan
karena dinas.

Jumlah ketidakhadiran kerja dihitung secara
kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan,
maksudnya pelanggaran yang dilakukan dihitung
mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember
pada tahun yang bersangkutan.

2. Ketentuan Jam Kerja:

[

Ketentuan jam kerja PNS selama 1 minggu berjumlah
37.5 jam, dan operasionalisasinya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi kerja dilingkungan unit
kerja masing- masing.

Keterlambatan jam masuk kerja dan/atau pulang lebih
awal dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7.5 jam
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
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1. Hukuman disiplin
ringan terdiri dari
a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak
puas secara

tertulis

2. Hukuman disiplin
sedang terdiri dari:
a. Penundaan
kenaikan gaji
berkala selama 1
tahun

b. Penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 tahun

c. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
selama satu

tahun

3. Hukuman disiplin
berat terdiri dari:

a. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 3 tahun

b. Pemindahan
dalam rangka
penurunan

jabatan setingkat
lebih rendah

c. Pembebasan dari
jabatan

d. Pemberhentian
dengan hormat
tidak atas
permintaan

sendiri sebagai

PNS

e. Pemberhentian
tidak dengan
hormat sebagai

PNS



KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

PRESIDEN
Pejabat yang Hukuman Disiplin (Hudis)
No berwenang - - - -
menhukum Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis
1 Prsiden Eselon | dan Hukuman Disiplin
jabatan lain yang Berat huruf (b),
pengangkatan/ (c), (d) dan (e)

pemberhentiannya
menjadi wewenang
presiden

Usulan diajukan
Kepegawaian (PPK)

Pejabat Pembinaan

Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat (PPK Pusat)

Pejabat Hukuman Disiplin (Hudis)
No yang
berwenang |  pagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis
menhukum
1 PPK a. PNS yang
Pusat menduduki
Jabatan
- Eselon I di Hudis Ringan, Hudis
lingkungannya Sedang, Hudis

Berat huruf (a)

Fungsi tertentu
jenjang utama

Hudis Ringan, Hudis
Sedang, Hudis
Berat

Fungsional umum
golongan 1V/d,
IV/e

Hudis Ringan, Hudis
Sedang, Hudis
Berat huruf (a), (d)
dan (e)

Eselon Il dan
fungsional tertentu
jenjang Madya dan
Penyelia

Hudis Sedang dan
Berat

14




No

Pejabat
yang
berwenang
menhukum

Hukuman Disiplin (Hudis)

Bagi PNS /Pejabat

Tingkat/Jenis

- Eselon Il dan yang
setara di
bawahnya dan
bertanggung
jawab pada PPK

Hudis Ringan, Hudis
Sedang, Hudis
Berat

- Fungsional umum
golongan ruang
IV/a, IV/b dan IV/c

Hudis sedang dan
berat huruf (a), (d)
dan (e)

- Struktur Eselon IlI
ke bawah,
fungsional tertentu
jenjang muda dan
penyelia ke bawah

Hudis sedang huruf
(c) dan Berat

- Fungsional umum

Hudis sedang (a),

I/d ke bawah (b)
b. PNS yang
dipekerjakan di
lingkungannya
- Eselon | Hudis Ringan

- Fungsional tertentu
jenjang utama

Hudis Ringan dan
Berat(b),(c)

- Fungsional Umum
IV/d dan IV/e

Hudis Ringan

- Eselon Il ke bawah
dan fungsional
tertentu jenjang
Madya dan
Penyelia ke bawah

Hudis berat huruf (b)
dan (c)

c. PNSyang
diperbantukan di
lingkungannya
yang menduduki
jabatan

- Eselon |

Hudis Ringan,
Sedang dan Berat
(a)

- Fungsional tertentu
jenjang Utama

Hudis
sedang dan

Ringan,
berat
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Pejabat

Hukuman Disiplin (Hudis)

No yang
berwenang |  pagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis
menhukum

(a), (b) dan (c)

- Fungsional umum | Hudis Ringan,
golongan ruang | Sedang dan Berat
IV/d dan IV/e (a)

- Eselon Il dan | Hudis Sedang dan

fungsional tertentu
jenjang Madya

Berat huruf (a), (b)
dan (c)

Fungsional umum
IV/a, IV/b dan IV/c

Hudis Sedang dan
Berat huruf (a)

Eselon Il ke bawah
dan fungsional
tertentu jenjang
Muda dan Penyelia
ke bawah

Hudis Sedang dan
Berat huruf (a), (b)
dan (c)

dipekerjakan ke
luar instansi induk
yang  menduduki
jabatan

- Fungsional umum | Hudis Sedang (c)
II/d ke bawah dan Berat huruf (a)
. PNS yang

Eselon |

Hudis Sedang dan
Berat huruf (a)

Eselon Il ke bawah
dan fungsional
tertentu jenjang
utama ke bawah

Hudis Sedang dan
Berat huruf (a), (d),
(e)

Fungsional umum
golongan ruangan
IV/e ke bawah

. PNS diperbantukan

Eselon Il ke bawah
dan jabatan
fungsional tertentu
jenjang Utama ke
bawah dan jabatan
fungsional umm
golongan ruang
IV/e ke bawah

Hudis Berat (d) dan
(e)

PNS dipekerjakan/
diperbantuk pada
perwakilan RI di
luar negeri

Hudis Sedang dan
Berat huruf (a), (d)
dan (e)
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Pejabat

Hukuman Disiplin (Hudis)

Umum golongan
ruang IV/a s/d
IV/c

No yang
berwenang | Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis
menhukum
. PNS dipekerjakan/ | Hudis Ringan,
diperbantukan Sedang dan Berat
pada negeri lain | huruf (a), (d) dan (e)
atau badan
internasional atau
tugas luar negeri
2 Eselon || A.L Eselon I, | Hudis Ringan
dan fungsional
Pejabat tertentu  jenjang
Madya,
yang Fungsional
setara

A.2.Eselon 111,

fungsional
tertentu  jenjang
Muda dan Pe-
nyelia, Fungsi
umum golongan
ruang lli/b s/d
l/d

Hudis Sedang (a)
dan (b)

. PNS yang
dipekerjakan/
diperbantukan di
lingkungannya
jabatan Eselon II,
fungsional
tertentu  jenjang
madya,
fungsional umum
golongan ruang
IV/a s/d IVIc

Hudis Ringan

C. PNS

diperbantukan
jabatan Eselon lll,

fungsional
tertentu  jenjang
muda dan
penyelia,
fungsional Umum
/b s/d 1li/d

Hudis Sedang (a)
dan (b)
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Pejabat

Hukuman Disiplin (Hudis)

Umum golongan
ruang ll/c s/d lll/b

No yang
berwenang | Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis
menhukum
3 Eselon 1l | A.1.Eselon [, | Hudis Ringan
dan fungsional
Pejabat tertentu  jenjang
yang Muda dan
setera Penyelia,
fungsional umum
golongan ruang
Ill/c dan lll/d
A.2.Eselon IV, | Hudis Sedang (a)
fungsional dan (b)
tertentu  jenjang
Pertama dan
Pelaksanaan
Lanjutan,
Fungsional

B. PNS
dipekerjakan/
diperbantukan
jabatan  Eselon
I, fungsional
tertentu  jenjang
Muda dan
Penyelia, jabatan
fungsional umum
ll/c s/d Ili/d

Hudis Ringan

C. PNS
diperbantukan
Eselon v,
jabatan
fungsional
tertentu
Pertama
Pelaksana
Lanjutan, jabatan
fungsional umum

jenjang
dan

Hudis Sedang (a)
dan (b)
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Pejabat

Hukuman Disiplin (Hudis)

Umum golongan
ruang ll/c s/d lll/b

No yang
berwenang | Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis
menhukum
golongan ruang
Il/c s/d llI/b
4 Eselon 1l | A.1.Eselon [, | Hudis Ringan
yang fungsional
atasan tertentu  jenjang
langsung Muda dan
PPK dan Penyelia,
Eselon | fungsional umum
yang golongan ruang
bukan Ill/c dan lll/d
PPK
A.2.Eselon IV, | Hudis Sedang (a)
fungsional dan (b)
tertentu  jenjang
Pertama dan
Pelaksanaan
Lanjutan,
Fungsional

B. PNS
dipekerjakan/
diperbantukan
jpabatan Eselon

1", fungsional
tertentu  jenjang
Muda dan

Penyelia, jabatan
fungsional umum
Il/c s/d Ill/d

Hudis Ringan

C. PNS
diperbantukan
Eselon IV,
jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pertama dan
Pelaksana
Lanjutan, jabatan
fungsional umum
golongan ruang
[l/c s/d lll/b

Hudis Sedang (a)
dan (b)
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Pejabat

Hukuman Disiplin (Hudis)

Pelaksanaan
Lanjutan, jabatan
fungsional umum
golongan ruang

NoO yang
berwenang | Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis
menhukum

5 Eselon 1l | A.1.Eselon IV, Hudis Ringan
dan jabatan
Pejabat Igﬂgiit%r}zlnjang
yang
setara Pertama dan

Il/c s/d lii/id

A.2. EselonV, Hudis Sedang (a)
jabatan dan (b)
fungsional

tertentu jenjang
Pelaksanaan dan
Pelaksanaan
Pemula, jabatan
fungsional umum
golongan ruang
Il/c s/d Ill/b

B. PNS
dipekerjakan/
diperbantukan
Eselon IV,
jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pertama dan
Pelaksanaan
Lanjutan, jabatan
fungsional umum
golongan ruang
Il/C s/d llib

Hudis Ringan

C. PNS
diperbantukan
Eselon V, jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pelaksana dan
Pelaksana
Pemula, jabatan
fungsional umum
golongan ruang

Hudis Sedang (a)
dan (b)
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Pejabat

Hukuman Disiplin (Hudis)

umum golongan
ruang ll/a s/d,
II/b jabatan
fungsional
umum golongan
ruang l/a s/d I/d

No yang
berwenang |  pagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis
menhukum
Il/a s/d lI/b
6 Eselon IV | A.1l. EselonV, Hudis Ringan
dan jabatan
Pejabat fungsional
yang tertentu Jenjang
setara Pelaksana dan
Pelaksana
Pemula
A.2. Jabatan Hudis Sedang (a)
fungsional dan (b)

B. PNS
dipekerjakan /
diperbantukan
Eselon V, jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pelaksana dan
Pelaksana
Pemula, jabatan
fungsional umum
golongan ruang

- Hudis Ringan

Il/a s/d 1l/d

C. PNS Hudis Sedang (a)
diperbantukan, dan (b)
jabatan

fungsional umum
golongan ruang
I/d s/d I/d
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Pejabat

Hukuman Disiplin (Hudis)

No yang
berwenang | Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis
menhukum

7. Eselon V | A Jabatan Hudis Ringan
dan fungsional
Pejabat tertentu l/a s/d
yang I/d
setara B. PNS Hudis Ringan

dipekerjakan /
diperbantukan
jabatan
fungsional
tertentu l/a s/d
I/d

Kepala Perwakilan Rl di Luar Negeri

pada perwakilan
RI di luar negeri

No. | Pejabat yang Hukuman Disiplin (Hudis)
berwenang
menghukum | Bagi PNS/Pejabat | Tingkat/ Jenis
1 Kepala PNS Hudis Ringan
Perwakilan dipekerjakan/ dan Berat (b)
RI diperbantukan dan (c)

Usul diajukan Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK)
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Instansi Daerah Provinsi

Hukuman Disiplin (Hudis)

No Pejabat yang :
berwenang PNS?sgjlabat Tingkat/Jenis
1 PPK Daerah |a. PNS yang
Provinsi menduduki
jabatan

- Eselon | di Hudis Ringan,

lingkungannya Hudis
Sedang,
Hudis Berat
huruf (a)

- Fungsional Hudis Ringan,
tertentu jenjang Hudis
utama Sedang,

Hudis Berat

- Fungsional Hudis Ringan,
umum golongan Hudis
IvV/d, IVie Sedang,

Hudis Berat
huruf (a), (d)
dan (e)

- Eselon Il dan Hudis Sedang
fungsional dan Berat
tertentu jenjang
Madya dan
Penyelia Hudis Sedang

- Fungsional dan Berat
umum golongan huruf-huruf
IV/a, IV/b dan (a), (d) dan (e)
IV/c

- Struktural Hudis Sedang
Eselon Il ke huruf (c) dan
bawah, Berat
Fungsional
Tertentu jenjang
Muda dan
Penyelia ke
bawah
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Hukuman Disiplin (Hudis)

No Pejabat yang
berwenang Bagi . .
PNS/Pejabat Tingkat/Jenis
Fungsional Hudis Sedang

umum lll/d ke
bawah

huruf (c) dan
Berat (a), (d)

dan (e)
PNS yang
dipekerjakan di
lingkungannya
Eselon | Hudis Ringan
Fungsional Hudis Ringan

tertentu jenjang
utama

dan Berat (b),
(c)

Fungsional
umum 1V/d dan
IV/e

Hudis Ringan

Eselon Il ke
bawah dan
fungsional
tertentu jenjang
Madya dan
Penyelia ke
bawah

Hudis Berat
huruf (b) dan
(©)

PNS yang
diperbantukan
di

utama

lingkungannya
yang
menduduki
jabatan
-Eselon | Hudis Ringan
Sedang dan
Berat (a)
-Fungsional Hudis Ringan,
tertentu jenjang Sedang dan

Berat (a), (b)
danc

-Fungsional umum

golongan ruang
IV/d dan IV/e

Hudis Ringan,
Sedang dan
Berat (a),
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Hukuman Disiplin (Hudis)

No Pejabat yang :
berwenang PNS?sgjlabat Tingkat/Jenis
-Eselon Il dan Hudis Sedang
fungsional dan Berat
tertentu jenjang huruf (a),(b)
Madya dan (c)

-Fungsional umum
IV/a, IV/b dan IV/c

Hudis Sedang
dan Berat (a)

-Eselon 1l ke Hudis Sedang
bawah dan dan Berat
fungsional huruf (a),(b)
tertentu jenjang dan (c
muda dan
penyelia ke
bawah

- Fungsional Hudis Sedang

umum l1/d ke (c)dan Berat
bawah (a)
d. PNS yang -
dipekerjakan ke
luar instansi
induk yang
menduduki
jabatan
- Eselon | Hudis Sedang
dan Berat (a)
- Eselon Il ke Hudis Sedang
bawah dan dan Berat (a),
fungsional (d) dan (e)
tertentu jenjang
utama ke
bawah
- Fungsional Hudis Sedang

umum golongan
ruang IV/e ke
bawah

dan Berat (a),
(d) dan (e)

e. PNS
diperbantukan
Eselon Il ke
bawah dan
jabatan

Hudis Berat
(d) dan (e)
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Hukuman Disiplin (Hudis)

No Pejabat yang :
berwenang PNS?sgjlabat Tingkat/Jenis
Fungsional
tertentu jenjang
utama ke bawah
dan jabatan
fungsional umum
golongan ruang
IV/e ke bawah
f. PNS dipekerjakan Hudis Sedang
/diperbantukan dan Berat (a),
pada perwakilan (d) dan (e)
RI di luar negeri
g. PNS Hudis Ringan,
diperbantukan/ Sedang dan
dipekerjakan Berat (a, (d),
pada negara lain dan (e)
atau badan
internasional atau
tugas di luar
negeri
2. Eselon | A.1.Eselon Il, Hudis Ringan
fungsional

tertentu jenjang
Madya,
fungsional
umum golongan
ruang IV/a s/d
IV/c

A.2. Eselon I,
fungsional
tertentu jenjang
Muda dan
Penyelia,
fungsional
umum golongan
ruang llli/b s/d
In/d

Hudis Sedang
(a) dan (b)
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No

Pejabat yang
berwenang

Hukuman Disiplin (Hudis)

Bagi
PNS/Pejabat

Tingkat/Jenis

B.PNS dipekerjakan
/ diperbantukan di
lingkungannya
jabatan eselon I,
fungsional
tertentu jenjang
Madya,
fungsional umum
golongan ruang
IV/a s/d IVIC

- Hudis Ringan

CPNS
diperbantukan
jabatan eselon Il
fungsional
tertentu jenjang
Muda dan
Penyelia,
fungsional umum
/b s/d lli/d

- Hudis Sedang
(a) dan (b)

Eselon Il

A.1.Eselon lll,
fungsional
tertentu jenjang
Muda dan
Penyelia,
fungsional
umum golongan
ruang lll/c dan
I/d

- Hudis Ringan

A.2. Eselon |V,
fungsional
tertentu jenjang
Pertama dan
Pelaksana
Lanjutan,
fungsional
umum golongan
ruang ll/c s/d
/b

- Hudis Sedang
(a),(b)
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No

Pejabat yang
berwenang

Hukuman Disiplin (Hudis)

Bagi
PNS/Pejabat

Tingkat/Jenis

B. PNS dikerjakan/

diperbantukan
jabatan Eselon
I1l, fungsional
tertentu jenjang
Muda dan
Penyelia,
jabatan
fungsional
umum lll/c s/d
In/d

- Hudis Ringan

PNS
diperbantukan
Eselon IV,
jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pertama dan
Pelaksana
Lanjutan,
jabatan
fungsional
umum golongan
ruang ll/c s/d lll

Esel
on
11

A.1 Eselon |V,

jabaan
fungsional
tertentu jenjang
Pertama dan
Pelaksana
Lanjutan,
jabatan
fungsional
umum golongan
ruang ll/c s/d
/b

- Hudis Ringan
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No

Pejabat yang
berwenang

Hukuman Disiplin (Hudis)

Bagi
PNS/Pejabat

Tingkat/Jenis

A.2 Eselon V,

jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pelaksana dan
Pelaksana
Pemula, jabaan
fungsional
umum golongan
ruang ll/a s/d
II/b

- Hudis Sedang
(a) dan (b)

PNS

" dipekerjakan/

diperbantukan
Eselon IV,
jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pertama dan
Pelaksana
Lanjutan,
jabatan
fungsional
umum golongan
ruang ll/c s/d
/b

- Hudis Ringan

PNS
diperbantukan
Eselon V,
jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pelaksana dan
Pelaksana
Pemula, jabatan
fungsional
umum golongan
ruang ll/a s/d
I1/b.

- Hudis Sedang
(a) dan (b)
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No

Pejabat yang
berwenang

Hukuman Disiplin (Hudis)

Bagi
PNS/Pejabat

Tingkat/Jenis

Eselon IV
dan pejabat
yang setara

A.1.Eselon V,

jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pelaksana dan
Pelaksana
Pemula jabatan
fungsional
umum golongan
ruang ll/a s/d
II/b

- Hudis Ringan

A.2.Jabatan

fungsional
umum golongan
ruang l/a s/d I/d

Hudis Sedang
(a) dan (b)

PNS
dipekerjakan
/diperbantukan
Eselon V,
jabatan
fungsional
tertentu jenjang
Pelaksana dan
Pelaksana
Pemula, jabatan
fungsional
umum golongan
ruang ll/a s/d
II/b

- Hudis Ringan

PNS
diperbantukan,
jabatan
fungsional
umum golongan
ruang l/a s/d I/d

- Hudis Sedang
(a) dan (b)

Eselon V dan
Pejabat yang
Setara

. Jabatan

fungsional
umum l/a s/d

- Hudis Ringan
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No

Pejabat yang
berwenang

Hukuman Disiplin (Hudis)

Bagi . .
PNS/Pejabat Tingkat/Jenis

I/d.

PNS - Hudis Ringan
dipekerjakan/di
perbantukan
jabatan
fungsional
umum l/a s/d I/d
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GUBERNUR

No. | Pejabat Hukuman Disiplin (Hudis)
yang
berwenang Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis
menghukum
1 Gubernur - PNS Daerah - Hudis
Kabupaten/Kota dan Berat (b),
PNS Daerah (c), (d) dan
Kabupaten/Kota yang (e)
dipekerjakan/diperbantuk
an pada
Kabupaten/Kotalain
dalam satu provinsi yang
menduduki jabatan
Sekda
- PNS Pusat, PNS Daerah | - Hudis
Prov. Dan PNS Daerah Berat (b),
Kab/Kota dari Prov. (c)
Lain yang
dipekerjakan/yang
diperbantukan pada
Kab/Kota di provinsinya
yang menduduki jabatan
Sekda
Instansi Daerah Kabupaten/Kota
No. | Pejabat Hukuman Disiplin (Hudis)
yang
berwenang Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis
menghukum
1 PPK a.PNS yang menduduki
Daerah Jabatan - Hudis Ringan,
Kab/Kota - Sekda Hudis Sedang,
Hudis Berat
huruf (a)
- Fungsional tertentu - Hudis ringan,

jenjang Utama

Hudis Sedang,
Hudis Berat
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No. | Pejabat Hukuman Disiplin (Hudis)
yang
berwenang Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis
menghukum
- Fungsional Umum - Hudis Ringan,
Golongan IVv/d, IV/e Hudis Sedang,
Hudis Berat
- Eselon Il dan - Hudis Ringan,
Fungsional Tertentu Sedang dan
jenjang Madya dan Berat
Penyelia
- Fungsional umum - Hudis Ringan,
golongan 1V/a, IV/b Sedang dan
dan IV/c Berat huruf (a),
(d) dan (e)
- Struktural Eselon I - Hudis
ke bawah, fungsional Sedang dan
tertentu jenjang Muda Berat

dan Penyelia ke
bawah

- Fungsional umum lll/c

dan lli/d

- Hudis Sedang
dan Berat (a),
(d), dan €

- Fungsional umum Ill/b

- Hudis Sedang

jenjang Utama

ke bawah huruf (c) dan
Berat (a), (d),
dan (e)
b.PNS yang
dipekerjakan di
lingkungannnya
- Sekda Kab/Kota - Hudis Ringan
- Fungsional tertentu - Hudis Ringan

dan Berat (b),
(©)

jenjang Madya dan
Penyelia ke bawah

- Fungsional umum IV/d | - Hudis Ringan
dan IV/e

- Eselon Il ke bawah dan | - Hudis Ringan,
fungsional tertentu Hudis Berat

huruf (b) dan
(©)
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No. | Pejabat Hukuman Disiplin (Hudis)
yang
berwenang Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis
menghukum

c. PNS yang
diperbantukan di
lingkungan yang
menduduki jabatan

- Sekda Kab/Kota - Hudis Ringan,

Sedang dan
Berat (a)

- Fungsional tertentu - Hudis Ringan,

jenjang Utama Sedang dan
Berat (a), (b)
dan (c)

- Fungsional umum - Hudis Ringan,
golongan ruang IV/a Sedang dan
sampai IV/e Berat (a)

- Eselon Il dan - Hudis ringan,
fungsional tertentu Sedang dan
jenjang Madya Berat huruf

(a), (b) dan
()

- Eselon Il ke bawah
dan fungsional tertentu
Jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah

- Hudis Sedang
dan Berat (a),
(b) dan (c)

- Fungsional umum lll/c
dan Ill/d

- Hudis Sedang
dan Berat (a)

d. PNS yang
dipekerjakan di luar
instansi induk yang
menduduki jabatan

- Eselon Il ke bawah dan
fungsional tertentu
jenjang Utama ke
bawah

- Hudis Sedang
dan Berat
(a),(d) dan (e)

- Fungsional umum
golongan ruang IV/e ke
bawah

- Hudis Sedang
dan Berat
(a),(d) dan (e)
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No. | Pejabat Hukuman Disiplin (Hudis)
yang
berwenang Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis
menghukum
e. PNS diperbantukan - Hudis Berat (d)
Eselon Il ke bawah dan dan (e)
jabatan fungsional
tertentu jenjang Utama
ke bawah dan jabatan
fungsional umum
golongan ruang IV/e ke
bawah
f. PNS dipekerjakan - Hudis Sedang
/diperbantukan pada dan Berat
perwakilan RI di luar (a),(d) dan (e
negeri
g. PNS diperbantukan / - Hudis Ringan,
dipekerjakan pada Sedang dan
negara lain atau badan Berat (a), (d)
internasional atau dan (e)
tugas di luar negeri
2. Sekda A.l. Eselon I - Hudis Ringan
Kabupaten
/Kota
A.2. Eselon lll, - Hudis Ringan

fungsional tertentu
jenjang Muda dan
Penyelia,
fungsional umum
Golru lll/c dan 1I/d

A.3. Eselon v,
fungsional tertentu
jenjang Pertama
dan Pelaksana
Lanjutan, dan
fungsional umum
Il/c sampai lll/b

-Hudis Sedang
(a) dan (b)

B. PNS dipekerjakan/
diperbantukan di
lingkungannya
jabatan Eselon I,
Fungsional tertentu
jenjang Muda dan

-Hudis Ringan
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No.

Pejabat
yang
berwenang
menghukum

Hukuman Disiplin (Hudis)

Bagi PNS/Pejabat

Tingkat/Jenis

Penyelia, fungsional
umum golongan
ruang llic dan llid

PNS diperbantukan

Jab Eselon 1V,

fungsional tertentu
jenjang Pertama dan
Pelaksana Lnjutan,
fungsional umum lic
s/d lll/b

-Hudis Sedang
(a)dan (b)

Eselon I

A.1. Eselon lll, fungsional

tertentu jenjang
Muda dan Penyelia,
fungsional umum
golongan ruang lll/c
dan lli/d

-Hudis Ringan

A.2. Eselon IV,

fungsional tertentu
jenjang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan,
fungsional umum
golongan ruang ll/c
s/d 1ll/b

-Hudis Sedang
(@), (b)

PNS dipekerjakan/
diperbantukan Jab
Eselon lllI, fungsional
tertentu jenjang
Muda dan Penyelia,
jabatan fungsional
Ill/c s/d lll/d

-Hudis Ringan

PNS diperbantukan
Eselon IV, jabatan
fungsional tertentu
jenjang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan,
jabatan fungsional

-Hudis Sedang
(a) dan (b)
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No.

Pejabat
yang
berwenang
menghukum

Hukuman Disiplin (Hudis)

Bagi PNS/Pejabat

Tingkat/Jenis

umum golongan
ruang ll/c s/d lll/b

Eselon Il

A.1. Eselon IV, jabatan
fungsional tertentu
jenjang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan,
jabatan fungsional
umum golongan
ruang ll/c s/d lll/b

-Hudis Ringan

A.2. Eselon V, jabatan
fungsional tertentu
jenjang Pelaksana
dan Pelaksana
Pemula, jabatan
fungsional umum
golongan ruang ll/a
s/d Il/b

B. PNS dipekerjakan /
diperbantukan
Eselon IV, jabatan
fungsiosnal tertentu
jenjang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan,
jabatan fungsional
umum golongan
ruang ll/c s/d lll/b

-Hudis ringan

C. PNS diperbantukan
Eselon V, jabatan
fungsional tertentu
jenjang Pelaksana
dan Pelaksana
Pemula, jabatan
fungsional umum
golongan ruang ll/a
s/d l/b

-Hudis Sedang
(a) dan (b)

Eselon IV
dan
pejabat

yang

A.1. Eselon V, jabatan
fungsional tertentu
jenjang Pelaksana
dan Pelaksana

-Hudis Ringan
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No.

Pejabat
yang
berwenang
menghukum

Hukuman Disiplin (Hudis)

Bagi PNS/Pejabat

Tingkat/Jenis

setara

Pemula jabatan
fungsional umum
golongan ruang ll/a
s/d 1l/b

A.2. jabatan fungsional
umum golongan
ruang l/a s/d I/d

-Hudis Sedang
(a) dan (b)

B. PNS dipekerjakan/
diperbantukan
Eselon V, jabatan
fungsional tertentu
jenjang Pelaksana
dan Pelaksana
Pemula, jabatan
fungsional umum
golongan ruang ll/a
s/d Il/b

-Hudis Ringan

C. PNS diperbantukan,
jabatan fungsional
umum golongan
ruang l/a s/d I/d

-Hudis Sedang
(a) dan(b)

Eselon V
dan
Pejabat
yang
Setara

A. Jabatan fungsional
umum golongan
ruang l/a s/d I/d

-Hudis Ringan

B. PNS dipekerjakan /
diperbantukan
jabatan fungsional
umum golongan
ruang l/a s/d I/d

-Hudis Ringan
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KEWAJIBAN MENGHUKUM

1. Hukuman disiplin

1. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan
hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan pelanggaran disiplin

ringan terdiri dari
a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

2. Apabila Pejabat yang bewenang menghukum tidak ¢. Pernyataan tidak
menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil puas secara
yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut tertulis
dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. 2. Hukuman disiplin

sedang terdiri dari:

3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah hukuman yang
seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan pelanggaran.

a. Penundaan
kenaikan gaji
berkala selama 1
tahun

b. Penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 tahun

. . A c. Penurunan
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum pangkat setinglat
lebih rendah

maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi
kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

selama satu
tahun

3. Hukuman disiplin
berat terdiri dari:
a. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 3 tahun

b. Pemindahan
dalam rangka
penurunan
jabatan setingkat
lebih rendah

c. Pembebasan dari
jabatan

d. Pemberhentian
dengan hormat
tidak atas
permintaan
sendiri sebagai
PNS

e. Pemberhentian
tidak dengan
hormat sebagai

PNS
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ALUR PEMANGGILAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN
DISIPLIN

PEMERIKSAAN
TERHADAP
PNS YANG

NINLICA

7 hari
kerja

v v

[ PEMERIKSA ] [ PEMANGGILA ]
/ 7 hari

kerja
l HADIR l TIDAK

PEMERIKSA

PENJATUHAN HUKUMAN
OLEH PEJABAT YANG
BERWENANG

BERDASARKAN ALAT
BUKTI & KETERANGAN
YANG ADA
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ALUR PEMANGGILAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN

ATASAN LANGSUNG/ TIM
PEMERIKSA MEMPELAJARI
LAYANAN DOKUMEN

N

PEMERIKSAAN OLEH ATASAN
LANGSUNG/ TIM PEMERIKSA
(secara TERTUTUP)

\

A

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(BAP)

.

PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN

|
5
|
|
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Apabila yang terperiksa mempersulit,
maka tidak menjadi penghalang
untu dilanjutkan pemeriksaan

Apabila pelanggran disiplin mengarah
hukuman sedang dan berat, maka
Pejabat yang ditunjuk membentuk

Tim Pemeriksa
Susunan Tim  Pemeriksa: Ketua,
Sekretaris, dengan minimal 1

orang anggota

Apabila atas langsung terlibat juga
dalam pelanggran, maka yang
menjadi anggota Tim Pemeriksa
adalah atasan yang lebih tinggi

Apabila diperlukan dalam pemeriksaan,
dapat meminta keterangan dari
orang lain

Berita Acara ditandatangani oleh atasan
langsung/tim pemeriksa dan PNS
yang diperiksa

Apabila PNS vyang diperiksa tidak
bersedia menandatangani, maka
cukup ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa dengan memberikan
catatan dalam BAP tersebut

PNS vyang telah diperiksa
mendapat foto kopi BAP

berhak

DISEBUT JENIS
PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN




PEMERIKSAAN

A. Persiapan

Pejabat yang berwenang menghukum memeriksa dan mempelajari
kelengkapan laporan ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan
pelanggaran yang dilakukan.

Pembentukan tim pemeriksa: dilakukan apabila diduga melakukan
pelanggaran disiplin yang yang ancaman hukumannya tergolong jenis
hukuman disiplin tingkat sedang dana atau berat.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara lisan dan atau tertulis. Pemeriksaan
dilakukan secara tertutup.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP

C. Penyusunan Berita Acara

BAP ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa
Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani maka BAP
tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman
disiplin

Untuk memperkuat berita acara pemeriksaan dan sebagai bahan bukti
dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, diperbolehkan
menggunakan media perekam selama berlangsungnya pemeriksaan.
Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menghukum dapat
meminta keterangan mengenai pelanggaran disiplin itu dari pihak lain. Hal
tersebut bertujuan untuk melengkapi keterangan dan menjamin objektivitas.
PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan.
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PENJATUHAN HUKUMAN
A. Pertimbangan

Mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan,
serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-
faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS
melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin
yang akan dijatuhkan harus disesuaikan dengan
pelanggaran yang dilakukan sehingga dapat diterima
oleh rasa keadilan.

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata
melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya
dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang
terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran
yang dilakukan.

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian
melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama,
dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari
hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

B. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin ditetap kandalam
keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum
sesuai dengan kewenangannya.

Dalam  Keputusan hukuman disiplin  harus
menyebutkan jenis pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
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PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN

- PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus
dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
yang dilakukan

- Apabila tidak terdapat pejabat yang berwewenang
menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman
disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi

- PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan
beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat
dijatuhi 1 (satu) hukuman disiplin yang terberat

- PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian
melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama,
kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari
hukuman disiplin yang terakhir, kecuali untuk ketentuan
hukuman masuk kerja dan menaati jam kerja.

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin & kemudian akan dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari
tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan
diperiksa.

PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

- Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

- Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang
berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk
kepada PNS vyang bersangkutan serta tembusananya
disampaikan kepada pejabat instansi terkait

- Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling
lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan

- Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan hukum disiplin, keputusan dikirim
kepada yang bersangkutan.
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1. Hukuman disiplin
ringan terdiri dari

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak
puas secara

tertulis

2. Hukuman disiplin
sedang terdiri dari:
a. Penundaan
kenaikan gaji
berkala selama 1
tahun

b. Penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 tahun

c. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah

selama satu

tahun

w

. Hukuman disiplin
berat terdiri dari:
a. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
selama 3 tahun

b. Pemindahan
dalam rangka
penurunan

jabatan setingkat
lebih rendah

c. Pembebasan dari
jabatan

d. Pemberhentian
dengan hormat
tidak atas
permintaan
sendiri sebagai
PNS

e. Pemberhentian
tidak dengan
hormat sebagai

PNS



UPAYA ADMINISTRATIF

Upaya administrasi terdiri dari keberatan dan
banding administratif

¢ Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Keberatan
Administratif:
Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh
pejabat struktural eselon selain Pejabat Pembina
Kepegawaian dan pejabat yang setara kebawabh,
berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama
1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun.

¢ Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Banding
Administratif:
Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri dan atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

45




PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN
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PROSEDUR PENGAJUAN BANDING
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BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

MASABERLAKU

IA. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh:

1) Presiden
2) Pejabat Pembina Kepegawaian,

berupa :
Teguran Lisan

» Teguran Tertulis

> Pernyataan tidak puas secara

tertulis

» Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
selama 1 (satu) tahun

» Penurunan Gaji

» Penundaan Kenaikan Pangkat
selama 1 (satu) tahun

» Penurunan Pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun

» Penurunan Pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun

» Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih
rendah

Berlaku
sejak
tanggal
keputusan
ditetapkan

B. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan

oleh Pejabat selain sebagaimana yang
dimaksud pada poin A diatas, apabila:
1. tidak diajukan keberatan.

2. diajukan keberatan

1. berlaku pada hari ke 15
(lima belas) setelah
keputusan tersebut
diterima.

2. berlaku pada tanggal
ditetapkannya
keputusanataskeberatan
tersebut.

.Hukuman Disiplin yang dijatuhkan
oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian/Gubernur berupa:
Pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS
dan Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS, apabila:

1. tidak diajukan banding administratif

2. diajukan banding administratif

berlaku pada hari ke 15
(lima belas) setelah
keputusan tersebut
diterima.

berlaku pada tanggal
ditetapkannya
keputusan banding
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PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Keputusan hukuman disiplin didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian
di instansi yang bersangkutan.

Dokumen keputusan hukuman disiplin tersebut di atas digunakan sebagai salah
satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
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KESIMPULAN

Sumber Daya Manusia Aparatur menjadi garda terdepan dalam
pelaksanaan pelayanan publik. Sumber Daya Manusia Aparatur
yang berkualitas tentu akan berdampak pada pelayanan publik
yang lebih berkualitas sebagai wujud menghadirkan negara di
tengah masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi
suatu keharusan bagi PNS untuk memahami Peraturan
pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010 terutama dalam
implementaisnya sebagai bentuk pengawasan melekat (waskat)
secara berjenjang. Salah satu faktor penghambat dalam upaya
meningkatkan disiplin PNS adalah individu itu sendiri dalam
melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku terkadang tidak
mengindahkan peraturan tersebut. Untuk mengatasi faktor
penghambat dalam peningkatan disiplin kerja PNS adalah
dengan pendekatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan,
dimana sebagai pemimpin harus dapat menjalankan fungsi
kepemimpinannya agar para pegawainya tidak melanggar aturan-
aturan atau ketentuan-ketnetuan kedinasan yang telah dibuat
atau disepakati, pimpinan diharapkan mampu mendorong,
membina dan mengembangkan disiplin dan produktivitas kerja
para pegawainya sehingga terwujud lingkungan kerja yang
kondusif dan tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diperhatikan beberapa
hal baik oleh PNS maupun oleh Pejabat Struktural:

1. Penegakan disiplin PNS maupun pejabat struktural perlu
memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
sebagai pedoman bagi PNS dalam mentaati ketentuan
disiplin PNS, dapat memahami dan mengerti dengan mudah
akan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta sanksi yang
akan diimplementasi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

2. Sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang
menghukum dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman
disiplin pegawai sehingga pelaksanaannya dapat berjalan
secara seragam, tertib dan lancar.

3. Sebagai pedman untuk meminimalkan pelanggaran terhadap
ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga dibuat dengan
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1. Hukuman disiplin
ringan terdiri dari
a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak
puas secara

tertulis

2. Hukuman disiplin
sedang terdiri dari:
a. Penundaan
kenaikan gaji
berkala selama 1
tahun

b. Penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 tahun

c. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
selama satu

tahun

3. Hukuman disiplin
berat terdiri dari:

a. Penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
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buku panduan yang memuat tata cara atau langkah-langkah
yang harus ditempouh maupun sistematikanya serta dapat
dipergunakan bagi PNS dalam melaksanakan tugas di unit
kerja.

4. Sebagai pedman bagi PNS dalam melaksanakan
kegiatannya di unit kerja apabila ada masalah pelanggaran
kedisiplinan tanpa harus tergantung pada seseorang,
sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja
tidak tertunda atau terhambat.

5. Sebagai pedman bagi setiap PNS agar memiliki sikap mental
dan perilaku etis, bermoral, berdisiplin, bertanggungjawab,
produktif ~dan profesional sehingga disiplin  dapat
ditingkatkan, terwujudnya PNS sebagai aparatur pemerintah
yang berish, berwibawa dan berdisiplin tinggi serta
terbangunnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap
aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat yang memusakan segala daya dan tenaganya
untuk  menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan

Buku Panduan ini sangat jauh dari kata sempurna dan masih
banyak kekurangannya sehingga sangat diperlukan saran,
masukan dan ide-ide berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat
dan dapat diimplementasikan sehingga kompetensi PNS di Kota
Denpasar dapat terlaksana secara merata.
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ANAK LAMPIRAN 1-a  PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN | /11 )
NOMOR : ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
Nama
NI1P
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja L e e e e

untuk menghadap kepada

Nama et e e e s
NIP U R
Pangkat L e et et eh et et e ettt es e e e e aaeaen
Jabatan

pada

Hari O P
Tanggal N PP
Jam PSS
Tempat L e e et e aa T e e e et e e e

untuk diperiksa/dimintai  keterangan®) sehubungan dengan dugaan pelanggaran  disiplin
)

2. Demikian untuk dilaksanakan.
Atasan langsungf/Ketua Tim Pemeriksa*}

NIP

Tembusan Yth :

*) Coret yang tidak perlu.
") Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
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ANAK LAMPIRAN I-b  PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :27 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh

Surat Perintah
Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Diperintahkan kepada :
Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

pada

Harni

Tanggal

Jam

Tempat

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiphin................cocoii ™)

Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

PPKIGubemnur.......cocoeoooieenens "

Tembusan Yth :

Coret yang tidak perlu

*} Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan cleh PNS yang bersangkutan.
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ANAK LAMPIRAN Ic  PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :21 TAHUN 2010
TANGGAL :1 OKTOBER 2010

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ............ tanggal ......bulan........... tahun ....... saya/Tim Pemeriksa®):

1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat

Jabatan
3. dst

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah®) ..................... telah melakukan
pemeriksaan terhadap :
Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

LInit Kerja

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .......
huruf ....... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

1. Jawaban :
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2. Pertanyaan:

2. Jawaban :

3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa : Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa®} ;
Nama : 1. Nama
NIP : NIP
Tanda tangan Tanda tangan
2. Nama
NIP
Tanda fangan
3. dst

*} Coret yang tidak perlu.

60



ANAK LAMPIRAN K PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 121 TAHUN 2010
TANGGAL . 1 OKTOBER 2010
Contoh

Laporan Kewenangan
Penjatuhan Hukurnan Disiplin

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan horrnat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ........ tanggal ....
bulan ........... tahun ........, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Unit Kerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukurnan disiplin kepada PNS
tersebut diatas merupakan kewenangan .........................""). S8ehubungan dengan hal tersebut, disampaikan
Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk
menjatuhkan hukuman disipiin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mefaporkan {Atasan langsung),

NIP

Tembusan, Yth:

*) Coret yang tidak perlu.
* Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.
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Contoh

Pembentukan Tim Pemeriksa

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ...................
maka periu dilakukan pemeriksaan.

ANAK LAMPIRAN I-¢ PERATURAN KEPALA BADAN

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR ;21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTQOBER 2010

NIP ............. pangkat

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk
Tim Pemeriksa yang terdiri dari ;

T

(=9

atasan langsung
Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

unsur pengawasan
Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

. unsur kepegawaian

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

. pejabat lain yang ditunjuk
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3. Demikian untuk dilaksanzkan sebagaimana mestinya.

PPK/Pejabat yang ditunjuk®)

NiP

Tembusan Yth:

*} Coret yang tidak periu.
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Contoh

ANAK LAMPIRAN |f PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR .21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Keputusan Pembebasan
Sementara Dari Tugas Jabatannya

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN ..o )
NOMOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

™
1. Laporan dari ......................... fanggal ................... tentang pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr. ..........ccoceconvveceeee. NIP. tanggal )
bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ....................., atas dugaan

pelanggaran disiplin terhadap Pasal .... angka ....huruf ... yang ancaman hukumannya
berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan
Sementara dari Tugas Jabatannya;

1. Undang-undang Nomor B Tahun 1874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor §3 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

: Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan :
Unit Kerja e et e e e

terhitung mulai tanggat .................... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin,
karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
........ angka ............. huruf............ Peraturan Pemerintah Nomeor 53 Tahun 2010.
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KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut
pada Diktum KESATU, kepada Sdr. . v tErS@bUt  letap  diberikan
hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraluran perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..............ococcoee o
padatanggal ...............cooieiiii

Atasan langsung

Diterima tanggal ..........cooo e

Tembusan Yth;

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*} Tulisiah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
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Contoh

ANAK LAMPIRAN g PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

)
21, Laporandari ... ta;nggal ... tentang pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr. ... NIP tanggal.......ccooiviveen}
. Hasit pemeriksaan tanggal ... )
:a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, 8dr. ..............cecc........ telah melakukan

perbuatan berupa ...

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pe‘anggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka

hurf Peraturan Pemerintzh Nomor 53 Tahun 2010;

. bahwa untuk menegakkan disiplin, periu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Teguran Lisan;

. Undang-undang Nemor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 15869;

. Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

. Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama e e e e e e
NIP L e et e e e e
Pangkat L et e e e e e e
Jabatan

Unit kerja
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karena yang bersangkutan pada tanggal ................................. telah melakukan perbuatan

yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ... huruf .._.... Peraturan Pemerintah Nemor
53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tembusan Yth:
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*} Tulislah nama jabatan dar! pejabat yang berwenang menghukum.

67



Contoh

ANAK LAMPIRAN I-h  PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukurmnan Disiplin Teguran Tertulis

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

. Hasil pemeriksaan tanggal .............c i e

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

RAHASIA

KEPUTUSAN oo™

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
v ¥}

. Laporan dan . tanggai .. tentang pelanggaran disiplin yang

dilakukan oleh Sdr NIP ....tanggal....

-1

. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .......... telah melakukan

perbuatan Berupa ... ... o)

angka...... huruf....... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

N .

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukumnan disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf d peru menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Teguran Tertulis;

:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2G10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepaia Badan Kepegawalan Negara Nomor 21 Tahun 2010 ftentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomaor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja e e e e e




karena yang bersangkutan pada tanggal ..........cc.coeceeennee telah melakukan perbuatan yang
metanggar ketentuan Pasal .... angka ..... huruf ..., Peraturan Pemerintah Nemor 53 Tahun

2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya

Ditetapkandi ............co oo
padatanggal _..........cccoociiiin e

NAMA,
NIP

Tembusan Yth:
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap periu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
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Contoh

ANAK LAMPIRAN i PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukuman Disiplin Pemyataan Tidak Puas Secara Terlulis

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN ..oocree oo eereesaeeeseseses et "
NOMOR ..o oo

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B
11, Laporan dari ... f@anggal L tentang pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr.......ccoveivimiimnieninns NIP. oo paNgkat. e
. Hasil pemeriksaan tanggal ..o e i)
. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ................c............. telah melakukan
perbuatan berupa ...

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ....

angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010;

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Peryataan Tidak Puas Secara Tertulis;

. Undang-undang Nemor 8 Tahun 1874 sebagaimana telah diubab dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1998;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan ¥epala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negerl Sipil;

MEMUTUSKAN :

. Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Pemyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Unit kerja T e e ne e e



karena yang bersangkutan pada tanggal ..........c..cccee.... telah  melakukan

perbuatan  yang melanggar ketentuan Pasal....angka.....huruf.........Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di .........cc.ocoocovnnnrncs s
padatanggal ..........cocoeve e

Tembusan Yth:
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap periu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
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Contoh

ANAK LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 121 TAHUN 2010
TANGGAL :1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

Membaca

Menimbang

Mengingat

. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

RAHASIA

KEPUTUSAN ..oooooeoeeeeeeeeeeeeerees oo ™)
(X0 Y To) - S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WM
Laporan dari ..tanggal ..... . tentang pelanggaran dISIpJIn yang
dilakukan oleh Sdr.... ....NIP_.. pangkat. ... T

e

pangkat ...

bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .........................telah melakukan
perbuatan berupa ...

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...

angka.... huruf .. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1(satu)
Tahun, kepada :
Nama
NP
Pangkat PO UP PRI
Jabatan U PP TRTOPN
Unit Kerja
karena yang bersangkutan pada tanggal ..........eevieinen telah melakukan perbuatan
yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ...... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomer
53 Tahun 2010
KEDUA, ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan,
maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS
yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan @i ...........c.coocceerrereccrennen.
padatanggal ..o
|
NAMA e
NIP
Diterimatanggal.........c.cooo e

Tembusan Yth:

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu,

*) Tutislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

““} Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
***} Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.
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Contoh

ANAK LAMPIRAN |-k PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Pangkat Selarna 1 {satu) Tahun

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN RO U

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M
. Laperan dari .....ccceooe .. tanggal .. .. tentang pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr. . [T, NIP ....tanggal....
. Hasi! pemeriksaan telah dilakukan oleh ... NP .. ... ..
pangkat ... tanggal ...
a. bahwa menurut hasll pemenksaan tersebut, Sdr. ......................... telah melakukan

perbuatan berupa ...

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...

angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,

. bahwa untuk menegakkan digiplin, periu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpatl

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf d perly menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 {satu) Tahun,

;1. Undang-undang Nomeor 8 Tahun 1574 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999,

2. Peraturan Pemerintah Nomaor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

«w

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 teniang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu)

Tahun, kepada :
Nama S PO UUPTUP
NIP

Pangkat
Jabatan

Unit Kerja O P



karena yang bersangkutan pada tanggal ... oo telah melakukan perbuatan

yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ...... huruf ........ Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010.
KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan,

maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS
yang bersangkutan menerima keputusan ini.***}

KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi............ccoooccinnen s
padatanggal ...
............................................................. *}
NAMA ..
NIP

Diterima tangoal.............ccoeee encer e

NIP

Tembusan Yth:

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap periy;
*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
*} Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubermnur.
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Contoh

ANAK LAMPIRAN |1 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

Membaca

Menimbang

Mengingat

01

RAHASIA

KEPUTUSAN ..oocoo o)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

|
Laporan dari ... tanggal ...... tentang pelanggaran d151phn yang
dilakukan oleh Sdr. ... NIP... ....tanggal.... e}

. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh .................... NIP ...
PANGKAt ... tanggal ...
bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ......................... telah melakukan
perbuatan berupa ... coorevvrnin e

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka
... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Megara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Bisiplin
Pegawai Negen Sipil;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah

Selama 1 {satu) Tahun, kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja .

karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan

yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ...... huruf ........ Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010.

Terhitung mulai tanggal 1 bulan .......... tahun ... pangkat Sdr. ............

diturunkan dari pangkat .. P . gelongan ruang menjadi

pangkat .......... goiongan ruang .. dan terhitung mulai tanggal 1 bulan
tahun .............. pangkatnya d|kemballkan pada pangkat semula.

Terhitung mulai tanggal 1 bulan............. tahun .. .. sebagai akibat penurunan pangkat

tersebut gaji pokok Sdr. ... dlturunkan dan Rp. .

(e ) menjadl Rp ()

dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ............. 1ahun .......... gaji pokoknya dikembalikan

pada gaji pokok semula.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan,
maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS
yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ..................ooooeei
pada tanggal ...

Diterima tanggal... ... v e e

2 Deputi Bidapg informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat yang lain yang dianggap perlu,

*y Tulisiah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**} Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
***} Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubemur
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Contoh

ANAK LAMPIRAN I-m PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

Membaca

Menimbang

Mengingat

RAHASIA

KEPUTUSAN ...t )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

e ”)
Laporan dari ...........ccc......... tanggal ................... tentang pelanggaran disiplin yang
dilakukari oleh Sdr. .......ccocovoriecn . NP tang@aL e H

2. vy

3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ............cccone NIP
pangkat ... danggal
bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............................. telah melakukan
perbuatan berupa ... ...

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka
.... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

= O S PO OO P PR :

d. babwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1998,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipll;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomeor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanazan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 3 (tiga) Tahun, kepada
MNama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja T TPt
karena yang bersangkutan pada tanggal ...............cccoc.o.... telah melakukan perbuatan
yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ... huruf ........ Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010.

KEDUA : Tethitung mulai  tanggal 1 bulan........... tahun ... pangkat Sdr. ...
diturunkan dari pangkat .. e ereren e QOIOR@AN FUENYG ..o, mEnjadi
pangkat _......... gclongan ruang ....................... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan

. tahun veee e P@NGKatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan............. tahun ........... sebagai akibat penurunan pangkat
tersebut gaji pokok Sdr. ... . diturunkan dari Rp. . RTUT
(oo ) menjad| Rp ()
dan terhltung mulal ianggal 1 bulan . tahun weeee. Q8)i pokoknya dikembalikan
pada gaji pokok semula.

KEEMPAT © Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan,
maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS
yang bersangkutan menerima keputusan ini.***}

KELIMA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di .........ccooooviiien i e

padatanggal ...
|

NAMA i e

NIP

Diterima tanggal........coovervve e crrriiienee e

NAMA ..

NIP

Tembusan Yth:

2 Deputi Bidang Informasi Kepegawalan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat yang lain yang dianggap periu;

*) Tulisiah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.
**) Apabila keputusan ditetapkan aleh bukan PPK atau Gubemnur.

79



Contoh

ANAK LAMPIRAN |-n PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :21 TAHUN 2010
TANGGAL :1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

Membaca

Menimbang

Mengingat

. Laporan dari ...

RAHASIA

dilakukan oleh Sdr. . ..o,

. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ... NP ...
PANGKEE ......ecvore e taNggal ..o )
1@, bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ...............c............. telah melakukan
PErBUALAN BErUPE .........ov vt

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...

angka.... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

UUndang Nomor 43 Tahun 1939;

. Peraturan Pemerintah Momor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor §3 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipii;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan
Setingkat Lebih Rendzh, kepada :

Nama U PO PRI RRUR PPN

NIP P

Pangkat

Jabatan L e e e e e e e

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan
yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ...... huruf ....... Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010.

KEDUA . Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya,

Ditetapkan di............c..ocoovverieene
pada tanggal ......ccvevvrininiiiniicnns

iy}
NAMA
NIP

Diterima tanggal..........c....cooverinieii

NAMA e

NIP

Tembusan Yth:

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*} Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
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ANAK LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 121 TAHUN 2010
TANGGAL :1OKTOBER 2010
Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN ..o ™)
NOMOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.

Membaca 21, Laporan darni ... t@nggal o, tentang pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr_............ccooovenen  NIP pangkat...................
2. :
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh _.............enn
pangkat ... e tanggal ... e,
Menimbang : @ bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............................. telah melakukan
perbuatan berupa ...

b. bahwa perbuatan tersebut merupskan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka
.... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;,

e. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud dalam humuf a, huruf b,
hyruf ¢, dan huruf d periu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Huykuman
Disiplin Fembebasan dar Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana fefah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
B i e e e s s e e e n e e :

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN ;
Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan .................. , kepada:
Nama e et e eee e e nen e ee eas e e
NIP T O PP
Pangkat
Unit Kerja PSP RPPPON



karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka...._huruf ........ Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di ..o e
padatanggal ........................ e
N
NAMA . . e
NIP

Diterima tanggal. ... i

pegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
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Contoh

ANAK LAMPIRAN I-p  PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR @21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

Membaca

Menimbang

Mengingat

RAHASIA
KEPUTUSAN .ooovoeoceeoeoeece e erenreoeseec)
NOMOR ..o e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.................................................................. 4
. Laporan dafi ......c....ccecercevveenneee. t@Nggal oo, tentang  pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh  Sdr. ... NIPD
PANGKAL ...
. Hasil pemeriksaan yang dilakukan cleh ... ... ... NP
PANGKAL ... tanggal ..
. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............................. telah melakukan

perbuatan berupa ..o )

hahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka
.... huryf ... Peraturan Pemerintah Nomar 53 Tahun 2010;

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatubkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan $ebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Normor 43 Tahun 1999;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

84



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintzan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja D

karena yang bersangkutan pada tanggal ... . telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf ... Peraturan
Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010.

KEDQUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari
kelima belas terhitung mulai tanggal! Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima
keputusan ini.

KEEMPAT 1 Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal ..........ccceeuien.
49
NAMA
NIP

Diterima tanggal..........c.ccccccmenniicvinn ™)

NAMA

NIP

Tembusarn Yth:

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*}  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

85



Contoh

ANAK LAMPIRAN |-q PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Keputusan Hukuman Disiplin
Pemberhentian Tidak Cengan Hormat Sebagai PNS

Membaca

Menimbang

Mengingat

RAHASIA
KEPUTUSAN ..ot
NOMOR ..oceoeerime e
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
™
Laporan dari .. . tanggal tentang
pelanggaran d15|p1|n yang dilakukan oleh Sdr. v NP,
.. pangkat....
Hasil pemeriksaan yang dilakukan eleh ... NIP il
pangkat ... BANGGAN )
bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr recreereeeeeeen. 1€1EN Melakukan

perbuatan berupa ... ;

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...
angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

bahwa untuk menegakkan disiplin, periu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999,

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Megeri Sipil;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negen Sipil, kepada:

Nama

NIP e e ey e e e e

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja e e e e e et e aan o

karena yang bersangkutan pada tanggal ........................telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ..... angka....... huruf ........ Peraturan Pemerintab Nomor 53
Tahun 2010.

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari
kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima
keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di .......
padatanggal .........cccooveiemneen ey
M

Diterima tanggal.............cc e

NIP

Tembusan Yth:

1

2. Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
3. Pejabat lain yang dianggap periu;

*) Tulistah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.
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ANAK LAMPIRAN I-r PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010
Contoh
Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:
Nama
NP S O USSP
Pangkat

Jabatan

pada

Hari

Tanggal

Jam

Tempat

untuk menerima Keputusan .................. Nomor............... targgal................tentang penjatuhan
hURUMIAN GISIPIIN... e

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

NiP

Tembusan, Yth:
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.
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Contoh

ANAK LAMPIRAN |5 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR @21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 0KTOBER 2010

Keputusan Atas Keberatan
Penjatuhan Hukurman Disiplin

Membaca

Menimbang

Mengingat

c 1

RAHASIA

KEPUTUSAN ..o vireceneeen U

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

™

. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr ... lNIP
pangkat ...................jabatan ... tanggal .

. Surat tanggapan Sdr... NIP  ...........pangkat.. ...
Jabatan tanggal rereverenee . SEbagail Pejabat  yang
berwenang menghukum;
bahwa berdasarkan keputusan NOMOF......corvieriine
tanggal...................8dr ... NIP... pangkat...
jabatan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa....

. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan yang
digjukan oleh Sdr. ... NIP. ... pangkat ...
jabatan ... tanggal.. e @@N 1anggapan dari ...
tanggal .............. , dapat d|amb|| kesnmpulan bahwa penjatuhan hukuman dlslplm
kepada Sdr........................ sudah sesuaiftdak sesuai "*) dengan perbuatan yang

bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;,

. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan

huruf c, perlu menetapkan Keputusan memperkuat!mempennganlmemperberatf
membatalkan**) hukuman disiplin Sdr. ... :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999,

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil,
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Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

Tembusan Yth:
1

MEMUTUSKAN :

: Memperkuat/memperingan/memperberat/membatalkan*)  hukuman  disiplin ~ yang

dijatuhkan kepada Sdr................... NP pa’ngkat. ...

jabatan .......coeovninece. AN KBGA e, DRIUPA sesuai

dengan Keputusan Nomor.........ieen, t8NGGAL i, MeNjadi hukuman disiplin
L.,

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di ...,
pada tanggal

o)

NIP

2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Pejabat lain yang dianggap periu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan.
**) Coret yang tidak perlu.
***) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.
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ANAK LAMPIRAN 14 PERATURAN KEFPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR ;21 TAHUN 2010
TANGGAL 1 OKTCBER 2010
Contoh

Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Nomor : et e hn e e baa e
Perihal  ; Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum
Kepada
di
1. Dengan ini dibertahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomaor ........ tentang hukuman
disiplin berupa..........................yang Saudara ajukan pada tanggal ........................ dan diterima
oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal .......... , telah lebih 21 (dua puluh

satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka
Keputusan Nomor ........ tentang hukuman disiplin berupa................. ... batat demi hukum.

3, Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

)

NIP

Tembusan Yth:

1.  PPK/Pimpinan Instansi/Gubernur,

2. Atasan pejabat yang berwenang menghukum ;
3. Pejabat yang berwenang menghukum;

4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tuliskah nama Jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.
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ANAK LAMPIRAN |-u PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Conteh

Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas
Selama Dalamn Proses Banding Administratif

Kepada
Yth.

1. Bahwa atas Keputusan.........Nomor..........__ .tanggal.. . ... .. tentang penjatuhan hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendin/pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian, tanggal........................ (foto kopi terdlamypir).

2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya
mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan

3. Demikian permohenan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohen,

Tembusan Yth:
1. Kepala Biro/Bagian Keuangan....................;

2. Kepala Biro/Badan Kepegawaian...............,;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*} coret yang tidak periu.
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Cantoh

ANAK LAMPIRAN v PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTCBER 2010

Keputusan Dapat /Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
bagi PNS yang Mengajukan Banding Administratif ke BAPEK

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. 1. Surat permehonan untuk dapat tetap melaksanakan tugas yang diajukan oleh Sdr.

wrvnvreemenrgenerneems NIPL o pangkat L, jabatan ...,
tanggal N

2 U PO ]

: a. bahwa berdasarkan keputusan ............... Nomor ................... tanggal ....................

SAr . v NIPL . pangkat .................. jAbEtEN ...

telah dijatuhi hukuman disiplin berupa ..o RO [T ;

b. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud datam huruf a, Sdr
............................. telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf ¢, perlu menetapkan keputusan tentang Dapat/Tidak Dapat*) Melaksanakan
Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian,

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 19499;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

e

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nemor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

: Kepada Sdr. ................ NIP .o dapatiticak dapat™} melaksanakan tugas

selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

: Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di
padatanggal ....................ccooeeeen
v
NP
Tembusan Yth:
G SO O N
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawalan Badan Kepegawaian Negara di .Jakarta
3. Kepata Biro/Bagian Keuangan....
4. Kepala Biro/Badan Kepegawalan sy dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*} Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
“*) Coret yang tidak perlu.
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Contoh
Kartu Hukuman Disiplin PNS

ANAK LAMPIRAN |-w PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

RAHASIA

NOMOR
TANGGAL

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

121 TAHUN 2010
: 1 OKTOBER 2010

NAMA, | Bt s s
NP | e pateti o
NO. | JENIS HUKUMAN DISIPLIN KEPUTUSAN KETERANGAN
? YANG DIJATUHKAN
PEJABAT NOMOR | TANGGAL
1 2 3 4 5 6
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